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KAMIS, 25 JUNI 2020

MEDIA INDONESIA

JADWAL

Perkiraan Masa Penawaran Awal 25 Juni - 7 Juli 2020

Perkiraan Tanggal Efektif 21 Juli 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum 22 -23 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Penjatahan 24 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 27 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 28 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia 29 Juli 2020

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

1. UMUM

NAMA OBLIGASI

Obligasi | Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi
ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya
untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat
Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi
adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang
dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-313/PEF-DIR/II/2020 tanggal 23
Maret 2020, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

oA

(Single A)
Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik
langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan
Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012
tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan waijib
menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah berakhimya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga
pemeringkat.
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama
kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor
07/POJK.04/2017 dan Peraturan Nomor: IX.C.11.
2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI
Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu
triliun Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini diterbitkan
tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang
dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal

Emisi.

SeriB : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[*]- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal
Emisi.

SeriC : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp[*]- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap

sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal
Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga
Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi
adalah pada tanggal 28 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, 28 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B, dan 28
Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Berikut adalah jadwal pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C
3 Tahun 5 Tahun 7 Tahun
1 28 Oktober 2020 28 Oktober 2020 28 Oktober 2020
2 28 Januari 2021 28 Januari 2021 28 Januari 2021
3 28 April 2021 28 April 2021 28 April 2021
4 28 Juli 2021 28 Juli 2021 28 Juli 2021
5 28 Oktober 2021 28 Oktober 2021 28 Oktober 2021
6 28 Januari 2022 28 Januari 2022 28 Januari 2022
1" 28 April 2022 28 April 2022 28 April 2022
8 28 Juli 2022 28 Juli 2022 28 Juli 2022
9 28 Oktober 2022 28 Oktober 2022 28 Oktober 2022
10 28 Januari 2023 28 Januari 2023 28 Januari 2023
1 28 April 2023 28 April 2023 28 April 2023
12 28 Juli 2023 28 Juli 2023 28 Juli 2023
13 28 Oktober 2023 28 Oktober 2023
14 28 Januari 2024 28 Januari 2024
15 28 April 2024 28 April 2024
16 28 Juli 2024 28 Juli 2024
17 28 Oktober 2024 28 Oktober 2024
18 28 Januari 2025 28 Januari 2025
19 28 April 2025 28 April 2025
20 28 Juli 2025 28 Juli 2025
21 28 Oktober 2025
22 28 Januari 2026
23 28 April 2026
24 28 Juli 2026
25 28 Oktober 2026
26 28 Januari 2027
27 28 April 2027
28 28 Juli 2027

Penghitungan Bunga

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung

berdasarkan jumlah hari yang lewat dari tanggal emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah

360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata Cara Pembayaran Bunga

1. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

2. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian
Agen Pembayaran.

3. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan
ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu
4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang
menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga
Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI
yang berlaku.

4. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada
Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan,
setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada
KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan
dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

1. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian
Agen Pembayaran.

3. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana
tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk

mengeluarkan 1 (satu) suara.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan

perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Obligasi Merupakan Bukti Utang

a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi
merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang
Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah
dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan
bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang
diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian
Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang
Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Pendaftaran Obligasi di KSEI

a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI
yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

b.  Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi
melalui Pemegang Rekening.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu

Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk

dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan

pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke

Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang

Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran

Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan

Obligasi.

3. DANAPELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan

pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana

penggunaan dana penerbitan Obligasi.

4. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab |

Penawaran Umum.

5. KELALAIAN PERSEROAN

Kelalaian Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab | Penawaran Umum.

6. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab | Penawaran Umum.

7. JAMINAN

Jaminan Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab | Penawaran Umum.

8. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak Pemegang Obligasi dapat dilihat di Prospektus Bab | Penawaran Umum.

9. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Pembelian kembali (buy back) dapat dilihat di Prospektus Bab | Penawaran Umum.

10. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan

PROSPEKTUS RINGKAS

MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA
PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF.
PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:
SeriA
Seri B
Seri C

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, kegiatan investasi dan pengelolaan BUMN
Kantor Pusat:
Gedung Sampoerna Strategic Square
North Tower, Lantai 9 - 12, JI. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 RT.3/RW.4
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12930
Phone: +62 21 5798 2222, Fax: +62 21 5798 2233
Email: corsec@ptppa.com
Website: ptppa.com
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG
OBLIGASI | PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini diterbitkan
tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang

: Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[].- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
: Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[].- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka wakiu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
. Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga

Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah
pada tanggal 28 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, 28 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B, dan 28 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN
DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK
KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI

id
(Single A)
HASIL PEMERINGKATAN INI BERLAKU UNTUK PERIODE 23 MARET 2020 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2021.

O Danareksa

Sekuritas

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Terafiliasi)

)
trimegah

SECURITIES

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Thk

COUNTERPARTY UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KONTRAKTUALNYA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN TERJADINYA KERUGIAN KEUANGAN YANG DISEBABKAN OLEH KETIDAKMAMPUAN

URAIAN 31 Maret* 31 Desember
2020 2019 2018

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan 22671 23.089 22.766
Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pihak-pihak berelasi 713.595 881.480 190.362

Pihak ketiga 4.366 33513
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang 758.990 807.455 600.000
Utang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

Pihak-pihak berelasi 32.476 35.965 60.501

Pihak ketiga 140.258 140.063 135.086
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya 109.483
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.781.839 1.888.052 1.042.228
JUMLAH LIABILITAS 8.590.143 8.990.620 6.482.458
EKUITAS
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000

per saham - Modal Dasar 5.000.000 saham Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh 2019 dan 2018, masing-masing 2.996.688

saham 2.996.688 2.996.688 2.996.688
Tambahan Modal (308.059) (308.059) (308.059)
Saldo laba

Telah Ditentukan Penggunaannya 299.350 299.350 171.528

Belum Ditentukan Penggunaannya 1.230.015 1.993.291 1.780.757
Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual Bersih (5.055) 22152 25.628
Surplus Revaluasi Aset Tetap 413.255 413.255 477.889
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk 4.626.194 5.416.677 5.144.431
Kepentingan Non Pengendali 6.888 6.867 117.612
JUMLAH EKUITAS 4.633.082 5.423.544 5.262.043
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 13.223225 14.414.164  11.744.501

* Informasi keuangan yang menjad tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain K lid
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret* 31 Desember
URAIAN
2020 2019 2019 2018

Pendapatan Usaha 811.989 899.630 6.669.457 6.824.001
Beban Usaha (809.903)  (843.803)  (6.289.760)  (6.292.565)
LABA USAHA 2.086 55.827 379.697 531.436
Pendapatan Bunga 2.130 4.804 15.424 15.514
Keuntungan Penjualan Aset Tetap 287
Beban Bunga dan Keuangan (10.924) (16.095) (89.230) (76.004)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investas 41528 75.448
Beban Pajak Final (15.291) (20296)  (159.199)  (174.168)
Bagian Laba Ventura Bersama 8.110 10.996 66.706 106.821
Pendapatan (Beban) Lain-lain 21.565 91.193 80.548 (37.387)
Laba Sebelum Pajak 7.676 126.429 335.711 441.660
Pajak Penghasilan
Manfaat (Beban) Pajak Kini (3.125) (17.007) (17.213)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan 8.368 4.353
Jumlah Beban Pajak Penghasilan (3.125) (8.639) (12.860)
LABA TAHUN BERJALAN 7.676 123.304 327.072 428.800
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:

Surplus Revaluasi Aset Tetap 79.910

Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas

Imbalan Pasti (6.645) 520
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (27.207) 10.117 (3.476) (18.651)
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN

BERJALAN (19.531) 133.421 316.951 490.579
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT

DIATRIBUSIKAN KEPADA

Pemilik Entitas Induk 7.655 123213 324913 426.077

Kepentingan Non-Pengendali 21 91 2.159 2723
JUMLAH 7.676 123.304 327.072 428.800
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG

DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA

Pemilik Entitas Induk (19.552) 133.330 314.854 467.878

Kepentingan Non-Pengendali 21 91 2.097 22.701
JUMLAH (19.531) 133.421 316.951 490.579
LABA/(RUGI) PER SAHAM 2.554 41.116 108.424 142.183

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2020

dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani
oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan
Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis,
ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan
memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.

PERSEROAN
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Gedung Sampoerna Strategic Square

North Tower, Lantai 9 - 12

JI. Jend. Sudirman Kav. 45-46 RT.3/RW.4
Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta 12930
Phone: +62 21 5798 2222, Fax: +62 21 5798 2233
Email: corsec@ptppa.com
Website: ptppa.com

WALI AMANAT
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Thk.
Divisi Investment Services
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI I Lt.30
JI. Jend.Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 | 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan

alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari

Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

11. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

|. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka
perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam
suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah
perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Il Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal
Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut
dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan
penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru
yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah

hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

13. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili

kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Divisi Investment Services
Bagian Trust & Corporate Services
Gedung BRI Il Lt.30
JI. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab Xl perihal Keterangan
Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi,

biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, akan digunakan seluruhnya

oleh Perseroan untuk:

1. Sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk
pelunasan SBK | PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2019 dengan keterangan sebagai
berikut:

Kreditur : Pemegang SBK | PT Perusahaan Pengelola Aset
(Persero) 2019

: tidak terafiliasi

: Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)

1 7,50% (tujuh koma lima nol persen)

: 28 November 2020

1 SBK ini ditawarkan dengan tingkat diskonto sebesar
7,50% (tujuh koma lima nol persen), berjangka waktu 12
(dua belas) bulan sejak Tanggal Penerbitan SBK dengan
tanggal pelunasan pada 28 November 2020 sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah.
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban
pelunasan, Penerbit SBK harus membayar denda atas
keterlambatan dimaksud yaitu sebesar 1% (satu persen)
dari tingkat diskonto yang disepakati yang dihitung secara
harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah
lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi SBK yang
seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada
Pemegang SBK.

: Pembayaran kembali hutang Perseroan sebesar
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang
digunakan untuk refinancing.

Sifat Hubungan Dengan Kreditur
Nilai pinjaman

Tingkat diskonto

Tanggal jatuh tempo

Prosedur dan Persyaratan
Pembayaran

Penggunaan dana

2. Sisa dari nilai emisi tersebut akan digunakan untuk modal kerja Grup Perseroan yaitu untuk
Perseroan, PT PPAF, PT PPAK, dan PT NK. Nilai yang diberikan kepada PT PPAF, PT PPAK,
dan PT NK tersebut merupakan pinjaman modal kerja dari Perseroan kepada PT PPAF,
PT PPAK, dan PT NK dan bukan merupakan penyertaan modal. Apabila pinjaman modal
kerja telah dikembalikan, dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja
Perseroan.

Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini belum mencukupi, maka Perseroan akan
menggunakan sisa plafon pinjaman bank yang masih tersedia dan terus mencari pinjaman
bank yang baru serta tidak menutup kemungkinan dari ekuitas perusahaan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab Il perihal
Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dalam Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan
untuk periode (i) 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 (tidak diaudit

Informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik

Laporan Arus Kas Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Maret* 31 Desember
URAIAN
2020 2019 2019 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 1.535.071 1.084.695 6.624.611 6.168.073
atau direview) (i) tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 Penyaluran Pembiayaan Konsumen (170252) (99269)  (497.1M0)  (566.485)
dan 2018. ~ Penerimaan Restiusi Pajak 24258 2147 18.656
Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang.b.erakhlr Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga (1.711.232)  (1.281.335)  (5.980.022)  (5.235.786)
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah
diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (‘RSM’) berdasarkan standar audit ~ "embayaran Beban Bunga (123.475) (76.065)  (363107)  (228.358)
yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Februari 2020 Pembayaran Pajak (37.378) (34.829)  (226249)  (226.442)
yang ditandatangani oleh Benny Andria S.E., Ak., CPA.. Penerimaan Lainnya 6.066 25.261 39.537 45.736
Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Kepala Eksekutif Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (476.642) (381.543) (380.193) (24.606)
Pasar Modal No.S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan
geuangan ?:n ILa;t)olran lI;’enllalan di LI;’asar lv:_odal, Per}ganjangan Fl\)/lasa Penawatlrela(n Awlald dar31 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
enundaan/Pembatalan Penawaran Umum. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode
. . " . A . Perolehan Aset Te 7.537) 22.94¢ (231.067, 478.77
(tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019 diambil dari informasi keuangan erolehan Aset e.tap : (758) (22949) (231.067) (4r8.776)
yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Perolehan Properti Investasi (7.589) (641)  (106.653)
Informasi berikut harus dibaca berkaitan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Hasil Penjualan Aset Tetap 100 1525 1.087
Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Penerimaan dari Divestasi 11.000
Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Keuangan. Investasi pada Ventura Bersama (6211) (53.148)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pencairan Surat Berharga Tersedia untuk Dijual 17.779
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ) .
F Surat Berharga Tersedia untuk Dijual (13.519)
URAIAN 31 Maret® 31 Desember F Investasi pada Entitas Anak (37.000)
2020 2019 2018 Penempatan Uang Muka Investasi (6.250)
ASET Hasil Investasi Ventura Bersama 3.000 44.306
Penambahan Investasi Lainnya (638.340) (671.821)  (1.290.451) (653.325)
ASET LANCAR Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (645.777)  (705570) (1.489.847)  (1.205.286)
Kas dan Setara Kas 650.430 1.107.636 1.365.617
Pinjaman Investasi Jangka Pendek ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pihak Berelasi 33.658 34.880 24.500 Penerimaan Pinjaman Bank dan Lembaga Kevangan ~ 2.603.066 3236314 13066442  13.202.721
Pihak Ketiga 1801170 1.413.181 423.195 Pembayaran Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan ~ (1.937.853)  (2.593.461) (12.011.774) (12.311.859)
Aset Keuangan Diperdagangkan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga 841.027
Pihak Berelasi 9.372 Pembayaran Penerbitan Surat Berharga (240.000)
Pihak Ketiga 1588 Pembayaran Dividen (43.636) (20.175)
Piutang Usaha Penerimaan Dividen 20925
Pihak Berelasi 574.887 385.145 269.725 Penerimaan Utang Dari Pihak Bereleasi 25.000
Pihak Ketiga 889432 1.091.184 906.628 Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas
Piutang Retensi pendanaan 665.213 642.853  1.612.059 916.612
Pihak Berelasi 52.898 68.983 65.087
Pihak Ketiga 103.663 101.138 101736 Kenaikan bersih kas dan setara kas (457.206) (444.260) (257.981) (313.280)
Piutang Ventura Bersama Konstruksi 216.926 296.623 277.862
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Kas dan setara kas pada awal tahun 1.107.636 1.365.617 1.365.617 1.694.156
Pihak Berelasi 295.635 223.046 215.581
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Kas Entitas Anak Yang Dilepas (16.926)
Pihak Berelasi 309.451 394.037 564.551
Pihak Ketiga 1,508.241 2.024.069 1,653,814 Penambahan Kas dari Akuisisi Entitas Anak 1.667
Persediaan 257.363 216.340 154.278
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka 144.284 102.187 154751 Kas dan setara kas pada akhir tahun 650.430 921.357 1.107.636 1.365.617
Pajak Dibayar Dimuka 639,665 812576 691610 * Informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik
Cessie Piutang Jangka Pendek 280650 282009 288602  Rasio Keuangan Penting
Aset Lancar Lainnya 43.883 49.138 43772 ‘ 31 Maret 31 Desember
eterangan
Jumlah Aset Lancar 7802236  8.602262  7.212.269 9 2020 2019 2018
Rasio Pertumbuhan
ASETTIDAK LANCAR Total Aset (%) -8,26% 22,73% 23,88%
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual 13.090 40.296 95.989 o
Total Liabilitas (%) -4,45% 38,69% 35,88%
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi i
Total Ekuitas (%) -14,57% 3,07% 1,73%
Pihak Berelasi 954.352 1.416.472 1.388.273
Laba K hensif (% -106,16% -35,397 -15,049
Pinjaman Investasi Jangka Panjang 340040 367683 332881 aba Komprehensif (%) 1% 39% 4%
Properti Investasi 865583 805503  7ees0g  esioKewangan
Aset Pajak Tangguhan 42,066 42,066 25,569 Rasio Kas (x) 0,10x 0,16x 0,25
Uang Muka Investasi 6.250 Rasio Lancar (x) @ 1,16x 1,21x 1,33x
Investasi pada Ventura Bersama 270.255 321.808 336.085 Rasio Utang terhadap Ekuitas (x) ! 1,85x 1,66x 1,23x
Piutang Lain-lain 238 238 Rasio Pinjaman berbunga terhadap  Ekuitas @ 1,18x 0,91x 0,55x
Investasi Jangka Panjang Lainnya 124.265 102.940 138.053 Rasio Liabilitas terhadap Aset (x) © 0,65x 0,62x 0,55x
Aset Tetap 1.551.727 1.556.796 1.068.044 EBITDA terhadap Beban Bunga (x) © 1,34x 2,14x 3,83x
Goodwill 370.257 370.257 Debt Service Coverage Ratio (x) ™ 6,40x 7,68x 6,71x
Cessie Piutang Jangka Panjang 361.563 283.493 Rasio Imbal Hasil Aset (ROA) (%) © 0,06% 2,21% 3,65%
Aset Tidak Lancar Lainnya 437.553 444.270 354.279 Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%) © 0,17% 6,03% 8,15%
Jumlah Aset Tidak Lancar 5.330.989 5.811.902 4.532.232 Rasio Marjin Kotor (%) 1 0,26% 5,69% 7,79%
Rasio Marjin Bersih (%) " 0,95% 4,90% 6,28%
JUMLAH ASET 13223225 14.414.164  11.744.501 Ketorangan:
(1). Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (oenurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan
posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada
LIABILITAS tahun sebelumnya, atau (i) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk
periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periodeftahun sebelumnya.
(2). Rasio Kas merupakan rasio antara jumlah kas dan setara kas serta aset yang jatuh tempo < 1 tahun terhadap labilitas <1 tahun.
(3). Rasio Lancar adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar suatu perusahaan
LIABILITAS JANGKA PENDEK (4). Dihitung dengan membagi EBITDA terhadap beban bunga pada periode/tahun terkait
Utang usaha (5). Dihitung dengan membagi EBIT terhadap beban bunga dan cicilan pokok pada periode/tahun terkait
(6). Rasio Imbal Hasil atas Aset dihitung sesuai peraturan OJK adalah rasio laba setelah pajak terhadap jumlah aset tahun yang bersangkutan
Pihak-pihak berelasi 118.397 140.455 92.420 Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan terhadap ekuitas pada periode/tahun terkait
X (7). Rasio Imbal Hasil atas Ekuitas diitung sesuai peraturan OJK adalah rasio laba setelah pajak terhadap jumiah ekuitas tahun yang bersangkutan
Pihak ketiga 1.230.249 1.789.101 2.031.571 Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan terhadap pendapatan pada periode/tahun terkait
. (8). Rasio Marjin Kotor merupakan rasio laba kotor terhadap total pendapatan
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan (9). Rasio Marjin Bersih merupakan rasio laba bersih terhadap total pendapatan
Pihak-pihak berelasi 1.885.235 1.522.238 852.130
Pin k: i 1708751 1297720 1428699 PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG
hakketiga 5 o i DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN
Utang Surat Berharga Komersial 95.315 93.572 PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek 300.000 300.000
Pinjaman Bank yang Akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun PERSEROAN TIDAK MEMILIKI ASET KEUANGAN DALAM MATA UANG ASING YANG
Pihak-pihak berelasi 83.555 SIGNIFIKAN. PERSEROAN BERKEYAKINAN BAHWA RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG
Pihak ketiga 17.044 17.969 TIDAK BERDAMPAK SIGNIFIKAN DALAM MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN
Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga 1.014.140 1.342.936 686.680 SECARA KESELURUHAN.
Utang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Pihak-pihak berelasi 4122 10.372 14.630 Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan
Pihak ketiga 260.445 253.758 272.019 dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan
Utang Pajak 62.826 74.004 50.297 keuangan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang
Beban Akrual dan Utang Lain-lain 128,825 261368 210260 i’er:akh” Paza 3;;?959;”"5 5079 (‘;e”gg’; 8’?_0’ ?’_I’(’ ke“aé’ga”_ ‘f 9’39’03{7 pada tta”ggf” 73_"[]”"?“’(
fahun yang berakhir pada 31 Desember isajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 6.808.305 7.102.568 5.440.230 vang p / 9 P ). yang P 9

lain dalam Prospektus ini.
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Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan auditan posisi keuangan
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan auditan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dan laporan auditan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2019 (dengan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018
dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas Perseroan untuk
tahun yang berakhir pada 31 D ber 2018 disajikan sebagai komparatif) serta catatan atas
laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2019 (dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2018 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit
oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (“RSM’) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Februari 2020
yang ditandatangani oleh Benny Andria S.E., Ak., CPA.

Tidak terdapat kejadian yang signifikan atau transaksi yang signifikan serta tidak normal dan jarang
terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan
profitablitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan
Publik.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun yang berakhir pada tanggal

Uraian 31 Desember
2019 2018
Pendapatan Usaha 6.669.457 6.824.001
Beban usaha (6.289.760) (6.292.565)
Laba Usaha 379.697 531.436
Laba Sebelum Pajak 335.711 441.660
Jumlah Beban Pajak Penghasilan (8.639) (12.860)
Laba Tahun Berjalan 327.072 428.800
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 316.951 490.579
Laba/(Rugi) Per Saham 108.424 142.183

1. PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Konstruksi

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan jasa konstruksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp5.783.502 juta, yang mengalami penurunan sebesar Rp294.294 juta atau
4,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar
Rp6.077.796 juta. Penurunan ini disebabkan oleh tidak tercapainya perolehan proyek baru tahun
2019 karena tertundanya waktu lelang proyek-proyek APBN dan APBD.

Penjualan

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp348.251 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp227.640 juta atau
188,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar
Rp120.611 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh penjualan PT Matoa Kidung Samudera,
PT Matoa Kidung Bahtera dan PT Rejeki Intilogam Jaya yang dimiliki oleh PPAK sejak tahun 2019.
Pendapatan Hasil Investasi

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan hasil investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 adalah sebesar Rp273.367 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp49.969 juta atau
22,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar
Rp223.398 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan hasil investasi bunga.
Pinjaman Yang Diberikan

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan pinjaman yang diberikan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 adalah sebesar Rp198.908 juta, yang mengalami penurunan sebesar Rp11.550
juta atau 5,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu
sebesar Rp210.458 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan suku bunga pinjaman
PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Pend. Jasa K
Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan imbalan jasa konsultansi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 adalah sebesar Rp60.432 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp18.687
juta atau 44,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,
yaitu sebesar Rp41.745 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh pendapatan imbalan
jasa konsultansi dari PT Wisarada Sarana Aviasi, PT Ade Textile Industries, PT Gasuma Federal
Indonesia dan PT Varia Intra Finance.

Pendapatan Penggantian Biaya

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan imbalan jasa konsultansi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.997 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.119
juta atau 469,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,
yaitu sebesar Rp878 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penggantian biaya PT Survai Udara
Penas dan PT Industri Sandang Nusantara serta pendapatan lain-lain dari uang jaminan debitur.

2. BEBAN

Beban Proyek

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Beban proyek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp5.158.970 juta, yang mengalami penurunan sebesar Rp375.351 juta atau 6,78% dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp5.534.321 juta.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan jasa konstruksi di tahun 2019.

Pegawai

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Beban pegawai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp307.175 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp27.005 juta atau 9,64%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar
Rp280.170 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan gaji pegawai.

Beban Bunga Bank

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga bank Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp304.095 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp154.204 juta atau 102,88%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar
Rp149.891 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pinjaman berbunga pada tahun
2019.

Harga Pokok Penjualan

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Harga pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp318.800 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp241.652 juta atau
313,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar
Rp77.148 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan harga pokok terutama penjualan
PT Matoa Kidung Samudera, PT Matoa Kidung Bahtera, dan PT Rejeki Intilogam jaya yang dimiliki
oleh PPAK pada tahun 2019.

Penyusutan

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Penyusutan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp31.577 juta, yang mengalami peningkatan sebesar Rp9.044 juta atau 40,14% dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp22.533 juta.
Peningkatan ini disebabkan terutama oleh penyusutan PT Nindya Karya dan PPAK.

3. LABA TAHUN BERJALAN

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan turun sebesar Rp101.728 juta atau setara 23,72% dari sebesar Rp428.800
juta menjadi sebesar Rp327.072 juta. Penurunan ini terjadi terutama oleh penurunan pendapatan
Perseroan.

4. LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif tahun berjalan turun sebesar Rp173.628 juta atau setara 35,39% dari sebesar
Rp490.579 juta menjadi sebesar Rp316.951 juta. Penurunan ini terjadi terutama oleh adanya
surplus revaluasi asset tetap pada PT Bondi Syad Mulia pada tahun 2018, sedangkan tahun 2019
belum dilakukan revaluasi terhadap asset tersebut.

5. ASET

Total Aset

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total aset meningkat sebesar Rp2.669.663 juta atau setara 22,73% dari sebesar Rp11.744.501
juta menjadi sebesar Rp14.414.164 juta. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya
aset lancar sebesar Rp1.389.993 juta, setara dengan 19,27% dari Rp7.212.269 juta menjadi
Rp8.602.262 juta, terutama sehubungan dengan peningkatan pinjaman investasi jangka pendek
pihak ketiga.

Kas dan Setara Kas

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah kas dan setara kas menurun sebesar Rp257.981 juta atau setara 18,89% dari sebesar
Rp1.365.617 juta menjadi sebesar Rp1.107.636 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
menurunnya jumlah deposito berjangka pada bank pihak ketiga sebesar 51,80% atau setara
dengan Rp318,08 miliar dari Rp614,04 miliar di tahun 2018 menjadi Rp295,96 miliar di tahun 2019.
Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pinjaman investasi jangka pendek meningkat sebesar Rp1.000.366 juta atau setara
223,45% dari sebesar Rp447.695 juta menjadi sebesar Rp1.448.061 juta. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh jumlah pokok pinjaman investasi naik signifikan sebesar 221,74% atau setara
dengan Rp985,64 miliar dari Rp444,50 miliar di tahun 2018 menjadi Rp1,43 triliun di tahun 2019.
Piutang Usaha

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah piutang usaha meningkat sebesar Rp299.976 juta atau setara 25,50% dari sebesar
Rp1.176.353 juta menjadi sebesar Rp1.476.329 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh
kenaikan piutang sewa pembiayaan yang mengalami kenaikan sebesar 40,85% atau setara dengan
Rp270,04 miliar dari Rp661,02 miliar di tahun 2018 menjadi Rp931,06 miliar di tahun 2019.
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja meningkat sebesar Rp199.741 juta atau setara 9,00%
dari sebesar Rp2.218.365 juta menjadi sebesar Rp2.418.106 juta. Peningkatan ini terutama
disebabkan oleh meningkatnya jumlah saldo tagihan bruto pada pihak ketiga sebesar 22,39% atau
setara dengan Rp370,26 miliar dari Rp1,65 triliun di tahun 2018 menjadi Rp2,02 triliun di tahun
2019.

Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pinjaman yang diberikan - dana talangan mengalami kenaikan sebesar 3,46% atau setara
dengan Rp7.465 juta dari Rp215.581 juta di tahun 2018 menjadi Rp223.046 juta di tahun 2019. Hal
ini lebih disebabkan karena meningkatnya jumlah pokok pinjaman dana talangan sebesar 26,79%
atau setara dengan Rp78,70 miliar dari Rp293,82 miliar di tahun 2018 menjadi Rp372,51 miliar di
tahun 2019.

Aset Tetap

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset tetap meningkat sebesar Rp488.752 juta atau setara 45,76% dari sebesar Rp1.068.044
juta menjadi sebesar Rp1.556.796 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya
aset tetap bersih yang berasal dari akuisisi Perusahaan Anak pada tahun 2019 sebesar Rp221,74
miliar serta perolehan aset tetap baru sebesar Rp348,82 miliar yang terutama berasal dari
perolehan peralatan proyek sebesar Rp232,53 miliar.

6. LIABILITAS

Total Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas meningkat sebesar Rp2.508.163 juta atau setara 38,69% dari sebesar Rp6.482.458
juta menjadi sebesar Rp8.990.621 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan
liabilitas jangka pendek sebesar 30,56% atau setara dengan Rp1.662.339 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Usaha

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Utang usaha menurun sebesar Rp194.435 juta atau setara 9,15% dari sebesar Rp2.123.991 juta
menjadi sebesar Rp1.929.556 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya utang
usaha pihak ketiga sebesar 11,94% atau setara dengan Rp242,47 miliar dari Rp2,03 triliun di tahun
2018 menjadi Rp1,79 triliun di tahun 2019.

Pinji Bank dan Lembaga Ke

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan meningkat sebesar Rp839.129 juta atau setara 42,36%
dari sebesar Rp1.980.829 juta menjadi sebesar Rp2.819.958 juta. Peningkatan ini terutama
disebabkan karena meningkatnya jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan jangka pendek
dari pihak berelasi sebesar 78,64% yakni dari Rp852,13 miliar di tahun 2018 menjadi Rp1,52 triliun
di tahun 2019.

Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Surat utang jangka menengah jangka pendek meningkat sebesar Rp300.000 juta. Peningkatan ini
disebabkan oleh penerbitan surat utang jangka menengah yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
oleh PT NK, yang bertujuan untuk pengembangan bisnis dan tambahan modal kerja.

Utang Bruto Terhadap Pihak Ketiga

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum
diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum
memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada pihak ketiga terdiri atas utang
bruto kepada pihak ketiga pada Wilayah I-V, Divisi EPC, Divisi Properti, Unit Penunjang Produksi,
PT NB, dan Kantor Pusat.

Utang bruto terhadap pihak ketiga meningkat sebesar Rp656.256 juta atau setara 95,57% dari
sebesar Rp686.680 juta menjadi sebesar Rp1.342.936 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan
karena meningkatnya utang bruto kepada pihak ketiga pada Wilayah IV dan V yang masing-masing
naik sebesar 309,51% dan 1.788,40%. Sementara utang bruto kepada pihak ketiga pada PT NB
juga mengalami peningkatan sebesar 538,37%.

Liabilitas Jangka Panjang

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Pinjaman bank jangka panjang meningkat sebesar Rp657.605 juta atau setara 293,74% dari
sebesar Rp223.875 juta menjadi sebesar Rp881.480 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan
karena meningkatnya pinjaman bank jangka panjang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar
593,13% atau setara dengan Rp590,82 miliar dari Rp99,61 miliar di tahun 2018 menjadi Rp690,43
miliar di tahun 2019.

Surat Utang Menengah Jangka Panjang

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas meningkat sebesar Rp207.455 juta atau setara 34,58% dari sebesar Rp600.000 juta
menjadi sebesar Rp807.455 juta.

7. EKUITAS

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp161.501 juta atau setara 3,07% dari sebesar Rp5.262.043
juta menjadi sebesar Rp5.423.544 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.
8. IMBAL HASIL ASET DAN IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal Hasil Aset

Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari
aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan terhadap
jumlah aset.

Tingkat imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
adalah 2,27%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 3,65%.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan di tahun 2019.

Imbal Hasil Ekuitas

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih
dari ekuitas yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan
terhadap jumlah ekuitas.

Tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 adalah 6,03%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 8,15%.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan di tahun 2019.

9. SOLVABILITAS

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pinjaman jangka pendek
maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo, yang tercermin dari perbandingan antara jumlah
liabilitas dengan ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset.
Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan
2018 masing masing adalah sebesar 1,66x dan 1,23x. Sedangkan perbandingan antara jumlah
liabilitas dengan jumlah aset pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019
dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,62x dan 0,55x.

10. ANALISIS ARUS KAS

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar Rp355.587 juta atau
setara 1445,12% dari sebesar Rp24.606 juta menjadi sebesar Rp380.193 juta. Hal utama yang
menyebabkan peningkatan ini adalah peningkatan pembayaran beban usaha dan pembayaran
beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang dikeluarkan dari aktivitas investasi meningkat sebesar Rp284.561 juta atau
setara 23,61% dari sebesar Rp1.205.286 juta menjadi sebesar Rp1.489.847 juta. Peningkatan ini
terutama disebabkan karena penambahan investasi lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar Rp695.447 juta atau setara
dengan 75,87% dari sebesar Rp916.612 juta menjadi sebesar Rp1.612.059 juta. Penurunan/
peningkatan ini disebabkan karena penerimaan penerbitan surat berharga.

Pola Arus Kas Sesuai Dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Arus kas masuk untuk kegiatan usaha Perseroan sebagian besar didanai oleh penerimaan kas
yang dihasilkan dari kegiatan operasional, pinjaman bank dari dalam negeri, penerbitan surat
berhaga komersial dan surat utang medium term notes, serta setoran modal dari pemegang
saham. Perseroan pada dasarnya menggunakan dana (arus kas keluar) untuk kegiatan utama
Perseroan yaitu kegiatan investasi, restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
dan modal kerja anak usaha. Perseroan selalu berupaya mempertahankan cadangan likuiditas
untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya serta untuk memenuhi kebutuhan penyaluran
pembiayaan.

11, ANALISIS OPERASIONAL PER SEGMEN USAHA

Adapun kontribusi pendapatan masing-masing segmen usaha Perseroan terhadap total pendapatan
usaha Perseroan tahun 2018 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

31 Desember

Rincian F 2019 2018
P % Pedapatan %
Pendapatan Jasa Konstruksi 5.783.502 86,72% 6.077.796 89,06%
Penjualan 348.251 5,22% 120.611 1,77%
Pendapatan Hasil Investasi 273.367 4,10% 223.398 3.27%
Pinjaman yang Diberikan 198.908 2,98% 210.458 3,08%
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultansi 60.432 0,91% 41.745 0,61%
Pendapatan Manufaktur - 0,00% 144.629 2,12%
Pendapatan Properti 0,00% 3.031 0,04%
Pendapatan Sewa alat - 0,00% 1.455 0,02%
Pendapatan Penggantian Biaya 4.997 0,07% 878 0,01%
Jumlah 6.669.457 100,00% 6.824.001 100,00%

Pendapatan usaha Perseroan tersebut berasal dari masing-masing segmen usaha berikut:

1. Pendapatan jasa kontruksi merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan PT NK

2. Pendapatan pinjaman yang diberikan merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan
PT PPA dan PT PPAF

3. Pendapatan hasil investasi merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan PT PPA dan
PT PPAK

4. Pendapatan manufaktur merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan PT NK

5. Pendapatan penjualan merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan PT PPAK

6. Pendapatan imbalan jasa konsultansi merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan
PT PPA

7. Pendapatan properti merupakan pendapatan yang berasal dari pendaptan PT NK

8. Pendapatan sewa alat merupakan pendapatan yang berasal dari pendaptan PT NK

9. Pendapatan penggantian biaya merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan PT PPA

12. LIKUIDITAS

Sumber likuiditas Perseroan secara internal berasal dari kas Perseroan dapat dilihat dari rasio

lancar Perseroan yang tercatat 1,21x pada 31 Desember 2019, dan 1,33x pada 31 Desember 2018.

Sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank, dan penerbitan surat utang.

Perseroan memiliki kecukupan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari

yang dibuktikan dengan nilai modal kerja bersih atau selisih antara aset lancar dengan liabilitas

jangka pendek pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar

Rp1.499.694 juta, dan Rp1.772.039 juta.

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang

dapat dihitung menggunakan rasio lancar, yaitu membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah

liabilitas jangka pendek. Rasio kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing 0,16x dan 0,25x. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing-masing 1,21x dan 1,33x.

Sumber Likuiditas Yang Material Yang Belum Digunakan

Terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan yang berasal dari sisa plafon pinjaman

bank dan ekuitas Perusahaan. Pada Posisi Desember 2019, Perseroan masih memiliki kas dan

setara kas sebesar Rp1.107.636 juta dan jumlah ketersediaan fasilitas kredit yang masih dapat

digunakan sebesar Rp1.552.518 juta dimana berasal dari fasilitas kredit pinjaman bank dalam

negeri baik itu jangka Panjang ataupun pendek.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau

ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material

terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup

untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Keterangan lebih lengkap mengenai Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen dapat dilihat pada

Bab V perihal Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dalam Prospektus.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil

usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan

baik. Beberapa risiko usaha dan risiko umum di bawah ini dapat mempengaruhi kinerja usaha serta
laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang
terendah, adalah sebagai berikut:

. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN
1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh
ketidakmampuan counterparty untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk
meyakinkan bahwa risiko ini telah termitigasi, Perseroan (i) melakukan due diligence
dan kajian kelayakan investasi yang memadai sebelum mengambil keputusan investasi,
(i) menetapkan persyaratan jaminan/agunan atas pembiayaan yang dilakukan kepada
counterparty, (iii) melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja setiap investasi
secara aktif sehingga dapat dilakukan tindakan antisipasi secara dini apabila terjadi
penurunan kinerja investasi. Perseroan mengantisipasi risiko ini dengan tingkat kehati-
hatian tinggi yang didukung dengan penerapan manajemen risiko kredit.

IIl.  RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN
1. Risiko Likuiditas
2. Risiko Operasional
3. Risiko Pasar

- Risiko Suku Bunga
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
5. Risiko Persaingan
6. Risiko Perubahan Teknologi
lll.  RISIKO UMUM

PENGARUH  SIGNIFIKAN  TERHADAP

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian
- Makroekonomi

- Mikroekonomi

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
Risiko Hukum

Risiko Kepatuhan

. Risiko Hukum Internasional

IV. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara
lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran
bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan
untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan
dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.
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MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA RISIKO-RISIKO DI ATAS
ADALAH RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN
USAHANYA. MANAJEMEN PERSEROAN YANG MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO
YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH

DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING
RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang
mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan
Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 4 Juni 2020 sampai
tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Perseroan selanjutnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan
dan Entitas Anak tanggal 4 Juni 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31
Maret 2020, yang telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan dan tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan tersebut.
Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau review atas laporan keuangan tersebut.Informasi
mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 dan laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31
Maret 2020 telah disajikan dalam Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT PERSEROAN

1. PENDIRIAN DAN UMUM

PT PPA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Pengelola Aset Disingkat PT PPA (Persero) No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan
Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat
Keputusan No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004, telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan 518/BH.09.09/111/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.
4541. Akta pendirian Perusahaan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik
Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan
(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Maksud dan tujuan PT PPA adalah melakukan pengelolaan
aset negara yang berasal dari BPPN setelah pengakhiran dan pembubaran BPPN, untuk dan atas
nama Menteri Keuangan.

Pada tanggal 4 September 2008, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (‘PP No. 61 Tahun 2008"), Pemegang Saham
PT PPA melakukan perubahan atas maksud dan tujuan pendirian PT PPA menjadi 1) pengelolaan
aset yang berasal dari Eks BPPN setelah pengakhiran dan pembubaran BPPN, untuk dan atas
nama Menteri Keuangan; 2) restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN; 3) kegiatan investasi;
dan 4) pengelolaan aset BUMN sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset di Luar Rapat Umum Pemegang
Saham Nomor: KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Perubahan Jangka Waktu
Berdirinya Perseroan, Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Dalam keputusan tersebut antara lain
mengubah masa tugas Perseroan dari 5 (lima) tahun menjadi tidak terbatas (going concern), yang
kemudiam dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Keputusan Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Disingkat PT PPA (Persero) No.
02 tanggal 10 September 2008 yang dibuat di hadapan Lindawati Wiranata S.H., Notaris di Jakarta,
perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-72258.AH.01.02.Tahun
2008 tanggal 10 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
14 tanggal 17 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4837.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan
(Persero) “PT Perusahaan Pengelola Aset” disingkat “PT PPA (Persero)” No. 40 tanggal 10 Februari
2009 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran
dasar Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-26405.AH.01.02.
Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034162.
AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 25400,
Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui peningkatan modal dasar PT PPA yang semula
sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000.000,00
(lima triliun Rupiah), pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sejumlah 1.500.000 (satu
juta lima ratus ribu) saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar
Rupiah).

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha rencana bisnis dan usaha PT PPA, Menteri
BUMN selaku RUPS PT PPA melalui surat nomor S-68/MBU/2014 tanggal 12 Februari 2014
tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menetapkan
perubahan Anggaran Dasar PT PPA. Perubahan dimaksud telah dituangkan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola
Aset Disingkat PT PPA (Persero) No. 62 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Desman,
S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No.
AHU-10460.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0020033.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
AH.01.10-11189 tanggal 14 Maret 2014.

Berdasarkan Akta No. 27 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di
Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 menyatakan persetujuan pengeluaran saham yang
masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 1.000.000 (satu juta) saham, masing-masing saham
dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan dilakukan penambahan modal yang semula
sebesar Rp1.996.688.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar enam
ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) menjadi Rp2.996.688.000.000,- (dua triliun sembilan
ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah). Perubahan
ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dengan No.
AHU-AH.01.03-0229777 tanggal 8 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0030285.AH.01.11.Tahun 2016 pada tanggal 8 Maret 2016.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Sampoerna Strategic Square North Tower,
Lantai 9 - 12, JI. Jenderal Sudirman Kav. 45-46RT.3/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta 12930.

2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus Ringkas ini, susunan pemegang saham dan struktur
permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Disingkat PT PPA (Persero) No. 27 tanggal 15 Februari
2016, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris berkedudukan di Jakarta, yang
pemberitahuan perubahan anggaran dasamnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-AH.01.03-0229777 tanggal 8 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0030285.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016, sebagaimana dinyatakan dalam
Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-44/MBU/01/2016 tanggal 20
Januari 2016 tentang penambahan modal disetor dan perubahan anggaran dasar PT Perusahaan
Pengelola Aset (Persero), yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham NIII:::?.;’I;;T‘I;O(E?O@ Fers((;:l)lase
Modal Dasar — Rp5.000.000.000.000,00 5.000.000 5.000.000.000.000,00
Modal Dif dan Modal Disetor
Negara Republik Indonesia 2.996.688 2.996.688.000.000,00 100,00
Jumlah Modal Dif dan Modal Disetor 2.996.688 2.996.688.000.000,00 100,00
$Saham Dalam Portepel 2.003.312 2,003.312.000.000,00

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2

(dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas diterbitkan.

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak ada proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses yang

menyangkut Perseroan dan usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

4. PERIZINAN

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di atas, Perseroan telah memiliki izin-izin material sebagai

berikut, antara lain:

a)  NPWP No. 01.061.242.2-093.000 atas nama PT PPA terdaftar sejak tanggal 1 April 2012.

b) Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00218/WPJ.19/KP.04.03/2012 atas nama PT PPA,
dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah DJP Waijib Pajak Besar tanggal 4 April 2012.

c) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00401/WPJ.19/KP.04.03/2012 atas nama
PT PPA, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Pajak Kantor DJP Wajib Pajak Besar tanggal 5 April 2012.

d) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 85/AC.3.1/31.74/-1.824.27/e/2019
atas nama PT PPA, dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Selatan tanggal 29 Maret 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 29
Maret 2024.

e) Surat Keterangan Domisili No. 222/27.1BU.1/31.74.02.1002/-71.562/¢/2018 atas nama
PT PPA, beralamat di Sampoema Strategic Square North Tower Lantai 9-12, Jalan Jend.
Sudirman Kav. 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Karet Semanggi tanggal 13 April 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April
2023.

) Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120209951392 atas nama PT PPA, dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single
Submission (OSS), ditetapkan tanggal 19 September 2019.

g) Surat Izin Usaha Perdagangan NIB No. No. 9120209951392 atas nama PT PPA, dikeluarkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS,
ditetapkan tanggal 19 September 2019.

Terhadap poin (a), (b), (c), (f), dan (g) tidak terdapat keterangan mengenai masa berlaku perijinan.

pendaftaran dari Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak, Pemerintah Daerah dan

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang telah diperoleh PT PPA seluruhnya masih

berlaku.

B. PENGURUS DAN PENGAWAS

Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) . Edy Putra Irawadi

Komisaris . Didyk Choiroel
Komisaris . Himawan Hariyoga
Komisaris Independen . Tirta Hidayat
Direksi

Direktur Utama . Lowong*)

Plt. Direktur Utama / Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja : R. M. Irwan

Direktur Investasi . Nasrizal Nazir
Direktur Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen . Dikdik Permadi Yoffana

Iman Rachman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dikarenakan telah diangkat sebagai Direktur Strategi, Portofolo, dan
Pengembangan Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milk Negara Selaku
Repat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan,
Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No. SK-198/MBU/06/2020
tanggal 12 Juni 2020

Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan

OJK No. 33/2014.

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Disingkat PT PPA (Persero) No. 62 tanggal 21 Februari

2014 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran

dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-10460.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10

Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020033.AH.01.09.Tahun

2014 tanggal 10 Maret 2014, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima

dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-11189 tanggal 14 Maret 2014, khususnya

pada Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang

kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada
umumnya, khususnya di bidang:

a. Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;

b.  Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

c. Kegiatan investasi; dan

d.  Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1.1 Investasi langsung maupun tidak langsung berupa:

a. Pemberian pembiayaan untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya;

b.  Penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya;

c.  Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset;

d.  Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah
dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara
dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.

Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa:

a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang
tidak tercatat di Bursa Efek;

b.  Pembelian saham, warrant, dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan

kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk:

1.3 Jasa konsultasi selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, berupa jasa konsultasi:
a. Bisnis dan manajemen;

b.  Penjualan dan/atau pengembangan aset.

Y

14 Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN, Pemerintah
Daerah, badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN, BUMD,
dan Badan Usaha Milik Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan,
meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.  Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;

b.  Melakukan penyewaan aset;
c.  Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
d.  Melakukan restrukturisasi perusahaan;
e. Pengembangan dan pendayagunaan aset, termasuk melalui kerjasama dengan pihak
lain.
2. PEMASARAN
Perseroan 'akan kegiatan p 1 untuk masing-masing segmen usaha sebagaimana

diuraikan di bawah ini:

Untuk mengenalkan Perseroan sebagai National Asset Management Company, Perseroan selalu

berupaya melakukan beberapa strategi pemasaran untuk memajukan segmen-segmen usahanya,

antara lain dengan meningkatkan brand awareness serta membangun hubungan dengan potential

customer.

Sejalan dengan usaha Perseroan untuk me-leverage modal yang telah diberikan Pemerintah,

Perseroan senantiasa melakukan inisiatif dan eksplorasi terhadap berbagai bentuk pengembangan

usaha serta meningkatkan kapasitas pembiayaan Perseroan dengan strategi antara lain:

1. Menerapkan strategi pertumbuhan anorganik melalui akuisisi dan/atau pembentukan joint
venture, baik di induk maupun di perusahaan anak.

2. Melaksanakan value creation pada aset/perusahaan yang dimiliki dan/atau dikelola, termasuk
perusahaan anak.

3. Mengimplementasikan exit strategy yang tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan
perencanaan awal.

4. Memperluas pasar di semua bidang usaha.

3. PERSAINGAN USAHA DAN KEUNGGULAN BERSAING

Keunggulan Bersaing

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu

sebagai berikut:

1. Diberikan mandat oleh Pemerintah, melakukan restrukturisasi dan revitalisasi serta
pengelolaan Aset BUMN

2. Telah melakukan transformasi bisnis untuk kegiatan investasi

3. Produk dan Jasa diperkuat dengan regulasi atau kebijakan Pemerintah

4. Berpengalaman pada kegiatan Restrukturisasi dan Revitalisasi serta berpengalaman dalam
Pengelolaan Aset BUMN

5. Jangkauan pasar lebih luas dan dapat tumbuh secara organik maupun unorganik

6. Produk dan jasa yang diberikan lebih fleksibel dan kompetitif

Dalam aspek hubungan industrial, Perseroan membangun hubungan industrial yang berlandaskan

pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Segala sesuatu yang terkait hubungan antara karyawan

dan Perseroan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang diperbarui setiap dua tahun sekali dan

dibagikan kepada seluruh karyawan.

Perseroan secara berkelanjutan melakukan komunikasi dengan karyawan untuk meningkatkan

keharmonisan hubungan industrial sehingga akan terjalin sinergi kinerja yang optimal dalam

mencapaik target-target Perseroan.

Dari aspek tanggung jawab kepada pelanggan, Perseroan selalu berupaya melakukan pemenuhan

tanggung jawabnya terkait mutu/kualitas produk/jasa. Perseroan memastikan bahwa mekanisme

dan prosedur pemberian layanan kepada pelanggan serta mekanisme pembuatan perikatan hukum

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal Perseroan.

Untuk aspek pemasok, Perseroan melaksanakan proses pengadaan dengan mengacu pada

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dimana Kebijakan dimaksud disusun berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pengadaan Barang dan

Jasa pada BUMN. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, Perseroan menerapkan

prinsip-prinsip yang meliputi: (i) efisien, (ii) efektif, (iii) kompetitif, (iv) transparan, (v) adil, dan (vi)

akuntabel. Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban yang diatur

dalam kontrak penyediaan barang dan jasa antara Perseroan dan pemasok.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu berkomitmen memenuhi peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan

juga membutuhkan dukungan Pemerintah dalam kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN

serta dalam rangka mewujudkan strategi Perseroan untuk menjadi National Asset Management

Company.

4. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam rangka mencapai sasaran dan target Perseroan ke depan, Perseroan akan fokus kepada 4

(empat) kegiatan utama, yaitu pengelolaan aset, restrukturisasi dan/atau revitalisasi, investasi dan

advisory. Dalam rangka mewujudkan Perseroan menjadi National Asset Management Company,

Perseroan akan mengelola distressed asset yang antara lain berasal dari perbankan. Strategi ini

sejalan dengan kapabilitas dan kompetensi Perseroan yang secara spesifik menjadi keunggulan

kompetitif Perseroan dibanding dengan pesaing. Pengelolaan distressed asset tersebut akan

dilakukan baik melalui skema pengelolaan aset, investasi maupun advisory. Disamping sebagai

National Asset Management Company, Perseroan juga melakukan kegiatan investasi dalam bentuk

kerja sama pembiayaan dan/atau setoran modal (equity financing) pada perusahaan/aset dalam

bidang industri yang menjadi target.

Pada kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Perseroan akan melakukan penyehatan dengan

skema dikelola sebagai anak perusahaan, dimana BUMN-BUMN yang direstrukturisasi akan

menjadi anak perusahaan Perseroan. Pelaksanaan skema ini merupakan langkah Perseroan yang

didukung penuh oleh Pemerintah dimana Pemerintah akan menjadikan Perseroan sebagai salah

satu Holding BUMN. Dengan skema ini maka proses penyehatan akan dapat dilaksanakan secara

menyeluruh sehingga dapat mempercepat proses penyehatan. Dalam pelaksanaan restrukturisasi

dan/atau revitalisasi, Perseroan juga melakukan investasi dalam bentuk optimalisasi aset-aset

BUMN yang direstrukturisasi antara lain aset properti.

Dari sisi pendanaan, Perseroan akan memanfaatkan sumber dana dari pasar modal terutama untuk

mendukung kegiatan investasi, disamping pendanaan yang bersumber dari perbankan. Perseroan

akan menyesuaikan strategi pendanaan ini dengan strategi investasi yang dilakukan sehingga

tingkat likuiditas Perseroan terjaga. Sedangkan untuk mendukung pendanaan restrukturisasi

dan/atau revitalisasi akan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara yang telah diberikan

Pemerintah dan leveraging dari dividen saham minoritas milik Negara yang dikelola oleh Perseroan.

Untuk mewujudkan Perseroan menjadi National Asset Management Company, Perseroan telah dan

akan terus melakukan pendekatan dan kerja sama dengan Perbankan Nasional baik Bank milik

Negara maupun Bank Swasta Nasional. Di samping itu, untuk mendukung kegiatan Perusahaan

lainnya, PT PPA juga akan melakukan sinergi dengan BUMN termasuk anak perusahaan BUMN

baik pada aspek pasar, operasional, sharing resources, baik dalam rangka investasi, restrukturisasi

dan/atau revitalisasi dan pengelolaan aset. Perseroan juga akan melakukan penetrasi ke pasar

selain perbankan dan BUMN yang memenuhi kriteria dan strategi investasi Perseroan.

Pada 2 tahun ke depan, selain menjalankan bisnis utamanya dalam Pengelolaan distressed aset

Perbankan (Himbara dan Swasta), Perseroan akan mewujudkan perannya menjadi National Asset

Management Company.

5. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan akan bergerak pada sektor industri yang menjadi

prioritas Perseroan yang secara periodik yang di review dari waktu ke waktu dengan memperhatikan

kondisi perekonomian global, domestik dan faktor-faktor lain sesuai dengan target Perseroan.

Disamping itu, Perseroan membuat batasan industri yang tidak dapat dijadikan target investasi

(negative list) dalam berinvestasi.

Dalam rangka mendukung target pertumbuhan, Perseroan mengembangkan pengelolaan

distressed asset baik melalui skema akuisisi dan advisory. Dari aktivitas tersebut, Perseroan

akan mendapatkan fee pengelolaan aset, advisory fee dan hasil investasi. Langkah ini merupakan

strategi Perseroan untuk menjadi National Asset Management Company.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, Perseroan menyusun strategi pendanaan yang bersumber

dari Perbankan maupun dari penerbitan Surat Utang dan bekerjasama dengan Mitra Strategis

lainnya.

6. TEKNOLOGI INFORMASI

Tata Kelola IT (IT Governance)

Perusahaan telah menetapkan pedoman utama pengelolaan teknologi informasi melalui Surat

Keputusan (SK) Direksi PT PPA Nomor: SK-18/PPA/0315 tanggal 24 Maret 2015 tentang Kebijakan

Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance). Kebijakan tersebut merupakan dasar

pengelolaan IT dan memberikan kerangka pengaturan kepada seluruh unit yang terkait dengan

penyelenggaraan IT untuk dapat melaksanakan kebijakan umum pengelolaan IT Perusahaan.

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Di samping menjalankan kegiatan utamanya, PT PPA memiliki perusahaan anak yang bergerak di

bidang jasa konstruksi, jasa keuangan dan jasa konsultansi dan investasi sebagai berikut:

No Perusahaan Anak Kepemilikan Bidang Usaha

1 PTNindya Karya 99,00% Jasa Konstruksi

2 PTPPAFinance 99,99% Multifinance

3 PT PPA Kapital 99,99% Jasa Konsultansi dan Investasi

Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek
Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh
Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang
berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019
tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Penghasilan yang diterima
atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak
Penghasilan yang bersifat final :

a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 15% bagi
Waijib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif
berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai
dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap (BUT); dan (i) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan
penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT).
Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga
perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (i) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan
persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal
di atas harga perolehan obligasi.

atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Waijib Pajak
reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif,
dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk
kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar: (i) 5% sampai dengan
tahun 2020; dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-
undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
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CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT
PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU
PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN

UMUM INL.

Tidak terdapat fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini
diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum
Akuntan Publik

. Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office

: RSM Indonesia, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan
Notaris : Lenny Janis Ishak, S.H.,

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan keterangan sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lantai 23

JI. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100 ext.3218
Fax.: (021) 2520 990
Website: www.danareksa.co.id
Email: IB-Group1@danareksa.co.id;
dan debtcapitalmarket@danareksa.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18-19
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 2924 9088
Fax.: (021) 2924 9150; 515 4554
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM

PROSPEKTUS
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